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ABSTRAK 

Alwi Rahman, (2022): Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan  dan 

Perlindungan Anak Dalam Memperjuangkan Hak-

hak Perempuan di Kota Pekanbaru Ditinjau dari 

Hukum Islam. 

          Sejak zaman dahulu perempuan selalu direndahkan statusnya di masyarakat 

sehingga hak-hak mereka tidak terpenuhi terutama hak perlindungan akibatnya 

diskriminasi dan kekerasan yang di alami kaum perempuan terus terjadi dan 

dianggap  sebagai suatu hal yang biasa terjadi bahkan dalam rumah tangga pun 

sering  terjadi kekerasan terhadap perempuan yang sering dikenal dengan 

kekerasan dalam rumah tangga padahal di dalam Islam Perempuan itu di 

muliakan.  

Penelitian ini membahas tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Pekanbaru 

Ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

memahami bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Pekanbaru, kendala yang terjadi serta bagaimana Tinjauan Hukum 

Islam terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Pekanbaru 

 Penelitian ini adalah penelitian  
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan. Sumber data 

terdiri dari data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri 

oleh orang yang hadir pada waktu kejadian dan data sekunder adalah kesaksian 

atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan 

wawancara setelah data diperoleh, selanjutnya dianalisis secara deskriptif yaitu 

suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpukan bahwa peran Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam 

memperjuangkan hak-hak perempuan yang pertama yaitu melakukan pencegahan, 

pemulihan dan resosialisasi. Kemudian kendala yang di hadapi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kota Pekanbaru ialah masalah 

operasional seperti kendaraan, anggaran dan korban yang kurang kooperatif 

sehingga lambatnya proses penanganan. Kemudian peran yang dilakukan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sudah sesuai 

dengan Hukum Islam karena termasuk kedalam maslahah mursalah yang 

mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak 

kerusakan.  

 

Kata Kunci: Hak-hak perempuan, KDRT, Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 
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KATA PENGANTAR 

 

حِيمِبسِۡمِِ     هِِٱلره حۡم َٰ ِِٱلره      ٱللَّه

Dengan menyebut Nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang.Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada 

makhluk-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. 

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul “PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK 

PEREMPUAN DI PEKANBARU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”. 

Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/i untuk 

melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah 

dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada 

kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. 

Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima 

kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, 

kerena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis 

ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 

penulis dalam skripsi ini: 

1. Untuk kedua orang tua tercinta Amatdrin dan Zubaidah yang selalu 

memberikan dukungan materil dan moril berupa kasih sayang dan mendoakan 

penulis tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis. 
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2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, MAg, selaku Rektor UIN 

Sultan Syarif Kasim  Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk menimba ilmu disini. 

3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah 

dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, 

Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. 

Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir., Lc., MA.  Selaku Ketua Program Studi 

Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Ahmad Fauzi, 

S.H.I., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Mutasir, S.HI, M.Sy selaku pembimbing skripsi saya, yang telah 

meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar 

memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini. 

6. Bapak Mutasir, S.HI, M.Sy juga selaku Dosen Penasehat Akademis saya 

Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat 

yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal 

hinggah akhir. 

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah pada program studi 

Hukum Keluarga yang telah mendidik dan membantu penulis dalam 

menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, 

sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah 
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menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

8. Terimakasih Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk melakukan 

penelitian mengenai “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di 

Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam”.  

9. Terima kasih kepada Keluarga Kelas Hukum Keluarga C.18 yang selama 

empat tahun ini banyak sekali dukungan dari kalian yang tak mungkin saya 

balas dengan apapun.  

10. Terimakasih kepada seluruh sahabat-sahabat saya yang tak dapat saya 

sebutkan namanya satu persat. 

11. Terimakasih semua pihak yang telah memberikan sumbang kasih berupa 

motivasi, semangat, kritik, saran, dan doanya yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu-persatu. 

12.  Last but not least, i wanna thank me  for believing in me, i wanna thank me 

for doing all these hard works, i wanna thank me for having no days off,  i 

wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for just being me at all 
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penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keunikan 

yang luar biasa bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan 

yang lainnya. Karena keunikannya tersebut, ada banyak hal yang mampu 

dipelajari dari manusia itu sendiri. Sehingga, terdapat banyak sekali kajian-

kajian ilmiah yang objek kajian tersebut adalah manusia.    

Pemahaman tentang manusia merupakan bagian dari kajian filsafat. 

Tak mengherankan jika banyak sekali kajian atau pemikiran yang telah 

dicurahkan untuk membahas tentang manusia. Meski demikian, persoalan 

tentang manusia akan tetap menjadi misteri yang tak terselesaikan.
1
 

Manusia diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan, ada laki-laki dan 

perempuan, masing-masing pihak saling membutuhkan dan saling tertarik satu 

sama lain. Allah juga menjelaskan bahwa perempuan itu diciptakan dari unsur 

laki-laki itu sendiri agar mereka bisa menerukan tugas Allah sebagai khalifah 

di bumi. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah An-Nisa [4] ayat 1: 

  ِ ِ ِ ِ ِِِِِ ِ ِ ِ

 ِ  ِ  ِ  ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ   ِِِ

ِ ِ ِ ِِِِِ

 

                                                 
1
 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)., 

hlm.59 
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Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan 

pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah 

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah 

kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) 

hubungan  kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasimu. 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan 

manusia dari satu orang yaitu Nabi Adam, kemudian diciptakan dari padanya 

pasangan yaitu Siti Hawa. Sehingga terjadilah perkembang biakkan manusia. 

Selain itu, dijelaskan bahwa adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan 

merupakan suatu kebutuhan hidup bagi setiap manusia serta saling 

ketergantungan satu dengan yang lain. Tidak ada yang dibedakan atau terjadi 

diskriminasi kepada laki-laki ataupun perempuan. 

Diskursus tentang hak-hak perempuan telah muncul sebagai masalah 

yang sangat penting di seluruh dunia dan di segala kelompok masyarakat. 

Alasannya jelas selama ribuan tahun perempuan terus menerus berada di 

bawah kekuasaan laki-laki dalam suatu mayarakat patriarchal. Demikianlah, 

selama berabad-abad “hukum alam” ini menetapkan perempuan sebagai 

komunitas kelompok kelas dua (the second rate communities) secara sosial, 

lebih rendah dari laki-laki dan harus tunduk kepada kekuasaan laki-laki dan 

hegemoni mereka demi kelancaran dan kelestarian kehidupan keluarga. 
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Harus diingat bahwa kitab-kitab suci agama pun tidak dapat 

menghindarkan diri dari menganut sikap serupa, walaupun sebagian di 

antaranya memberikan beberapa norma untuk mengatasinya. Konstruksi dan 

rekayasa sosial terebut sangat meluas sehingga norma-norma kitab suci yang 

progresif pun menjadi terpengaruh dan, sebagai akibatnya, diinterpretasikan 

sedemikian rupa sehingga merefleksikan sikap mental yang berlaku. 

Demikianlah, mayarakat yang didominasi laki-laki seringkali bahkan 

mengekang norma-norma yang adil dan egaliter yang dipersembahkan untuk 

kaum perempuan dalam al-Qur‟an demi mengekalkan kekuasaan mereka, 

yang secara komparatif bersikap liberal dalam perlakuannya terhadap 

perempuan, juga mengalami nasib yang sama.
2
  

Di dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta 

mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap 

orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar 

manusia tanpa diskriminasi. 

Perempuan itu makhluk yang mulia Islam juga 

melindungi  perempuan  dari segala hal yang dapat menodai kehormatannya, 

dan merendahkan martabatnya dengan mengatur cara berpakaian yang 

menutupi seluruh tubuh agar terlindungi dari fitnah dan harus dijaga bahkan 

allah sendiri yang mengatakan di dalam surah QS. Al-Ahzab Ayat 59 

                                                 
2
 Ashgar Ali Engineer. . Hak-hak Perempuan Dalam Islam, terj. Farid Wajdi dan Cici 

Farkha. (Yogyakarta: LSPA, 1993) hlm. 3. 
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  ِِ ِ ِ  ِِ  ِ ِ  ِِ

 ِِِ  ِِ   ِِ ِِِِ ِ  ِِِِِ

 

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak 

perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan 

jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih 

mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha 

Pengampun, Maha Penyayang. 

Kata “perempuan”     lebih dulu keberadaannya  dari   pada   kata  

“wanita”, selain  itu  “wanita”  lebih  halus  bermakna “orang”,  sedangkan  

“perempuan”  bermakna lebih  halus.  Menurut  para  ahli  bahasa  kata 

“perempuan” diartikan sebagai    yang “di-empukan” (empu artinya induk atau 

ahli) sehingga tersirat penghormatan. Istilah  tersebut  ada  yang  mengaitkan 

dengan   upaya   membangkitkan   semangat kaum   Hawa       dan 

mendekonstruksi praktek-praktek   diskriminasi   gender   yang dianggap   

merugikan   perempuan.   Dengan sebutan  perempuan  ini,  ia  diharapkan  

tidak sekedar bisa menikmati kehidupan ini, tetapi sekaligus dapat    

memberdayakan potensi-potensi   yang   ada   dalam   dirinya karena   

perempuan   adalah   mereka   yang berkemampuan.
3
 

Sejak zaman dahulu perempuan lebih direndahkan dalam     statusnya  

sebagai anggota   masyarakat   dibandingkan   dengan laki-laki, dan mereka 

selalu diperlakukan tidak  adil  dalam  masyarakat  maupun dalam keluarga. 

                                                 
3
 Abdul     Wahid     dan     Muhammad     Irfan,   Perlindungan  Terhadap  Korban  

Kekerasan  Seksual (Advokasi   Atas   Hak   Asasi   Perempuan),   Refika Aditama, Bandung, 

2001,, hlm. 29 
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Perempuan dimana-mana mencurahkan    tenaganya untuk menjaga 

keluarganya, mendidik anak-anaknya, merawat   anggota-anggota   keluarga   

yang sakit, bahkan diluar rumah tangga perempuan memegang peranan dalam 

usaha kesejahteraan masyarakat. Pendidikan perempuan pada umumnya   

masih lebih rendah dari pada laki-laki. Faktor inilah yang membuat 

perempuan makin tersisih   dari   laki-laki. Disisi     lain,     salah     satu     

faktor yang menyebabkan  perempuan  dianggap  rendah, yakni    karena    

tuntutan    ekonomi    yang mengharuskan   perempuan   untuk   bekerja pada  

tempat-tempat  yang  tidak  sepantasnya di geluti oleh mereka. Banyak  

perempuan  terpaksa  bekerja sebagai  buruh  kasar  di  jalan  raya  di  pabrik- 

pabrik  dan  sebagainya,  bahkan  pada  malam hari  ada  yang  bekerja  

sebagai  pekerja  seks, akibat dari perkerjaan tersebut  menimbulkan kejahatan 

kesusilaan. Laki-laki   yang   menjadi   pemimpin   yang dekat  dengan  

pekerjaan  buruh  perempuan itu,    menyalahgunakan    kesempatan    dan 

melakukan  kejahatan  susila  yang  biasanya berakibat    menyedihkan  

terhadap buruh perempuan itu. Dalam  menekuni  pekerjaan  sebagai pekerja   

seks   atau   penghibur, perempuan- perempuan   tersebut   harus   

berpenampilan yang selayaknya sebagai wanita pekerja seks, dalam  arti  

harus  dapat  menarik  bagi  lawan jenisnya.  Tetapi  tatkala  perempuan  

sering mengalami kekerasan seksual. Tindakan kekerasan terhadap perempuan  

juga  dapat  dialami  dalam  rumah tangga, ini terjadi dikarenakan telah 

diyakini bahwa    masyarakat    yang    budaya    yang mendominasi    saat    

ini    adalah    patriakhi, dimana    laki-laki    adalah    superior    dari 

perempuan.      Disamping      itu,      terdapat interprestasi  yang  keliru  
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terhadap stereotipgender yang tersosialisasi amat lama dimana perempuan 

dianggap lemah, sedangkan laki- laki,  umumnya  lebih  kuat.  Kecenderungan 

tindak   kekerasan   yang      terdapat   didalam rumah   tangga   terjadi   

dikarenakan   faktor dukungan  social  dan  kultur  (budaya)  diman isteri   

dipersepsikan   sebagai   orang   nomor dua  dan  bias  diperlakukan  dengan  

cara  apa saja.   Kultur   (budaya)   yang   terdapat      di dalam   masyarakat   

bahwa      suami   lebih dominan    dari    pada    isteri    serta    tindak 

kekerasan   yang      terjadi   di   luar   maupun didalam   rumah   tangga   

dianggap   sebagai masalah   privasi,   dan   masyarakat   sendiri tidak  boleh  

ikut  campur  dalam  hal  tersebut. Kekerasan    yang    di    alami    oleh    

kaum perempuan  dianggap  sebagai  suatu  hal  yang biasa  banyak  yang  

memandangnya  sebagaai suatu hal yang biasa terjadi. 

Kekerasan terhadap perempuan secara umum semula hanya  dilihat  

sebagai kejahatan penganiayaan terhadap badan  dan mungkin juga nyawa 

sebagai bentuk kejahatan penganiayaa dan pembunuhan biasa, demikian   pula  

tentang pelecehan seksual dan sebagainya. Dalam  perkembangannya  

keinginan kaum    perempuan    yang    dipelopori    oleh Charlotte Bunch 

yang menginginkan transformasi HAM sesuai dengan kebutuhan perempuan, 

seperti pencegahan   kekerasan terhadap     perempuan, harus memasuki 

persoalan serius yang berdimensi yuridis.     Hak  kaum  perempuan,  

sebagaimana hak laki-laki, dijamin dalam pasal    1 Deklarasi   Universal   

Hak   Asasi   Manusia yaitu
4
 :   

                                                 
4
 Boer     Mauna, Hukum     Internasional: Pengertian,    Peranan    dan    Fungsi    Dalam    

Era Dinamika   Global. Alumni,   Bandung,   2001,   hlm. 601-602 
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1. Hak-hak untuk mendapat kebebasan dan keamanan pribadi. 

2. Bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam.  

3. Bebas dari perbuatan tak berperikemanusiaan.  

4. Bebas dari perbuatan yang merendahkan derajat manusia.  

5. Bebas dari serangan  atas kehormatan  dan nama baik  

6. Mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum 

terhadap serangan tersebut. 

Terkait adanya kasus diskriminasi terhadap perempuan mulai dari 

kekerasan dalam rumah tangga, penyiksaan, pembunuhan, pelecehan sesksual 

kemudian juga masih banyak ditemukan anak anak yang berjenis kelamin 

perempuan yang dipaksa bekerja mengemis di jalanan dan juga sering terjadi 

kekerasan kepada mereka jika tidak mau bekerja mengemis di jalanan 

khususnya di Kota Pekanbaru. 

Banyaknya kasus dikriminasi khususnya KDRT terhadap perempuan 

di atas tentu menjadi tanggung jawab semua orang saling harus peka dan 

saling tolong menolong saling menjaga karena sejatinya manusia itu makhluk 

sosial yaitu membutuhkan orang lain dan dibutuhkan orang lain. 

Disamping itu pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap 

perlindungan perempuan ini melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Pelindungan Anak, dikarenakan dengan adanya Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Pelindungan Anak ini tentu mampu memecahkan masalah-

masalah yang terjadi terhadap perempuan melalui program atau kegiatan-

kegiatan yang sesuai kebutuhan masyarakat atau perempuan. 
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Namun dilapangan masih ada ditemui kasus diskriminasi terhadap 

perempuan terkhusus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan 

hak-hak perempuan untuk di lindungi pun belum maksimal, dengan masih 

adanya kasus-kasus tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang kasus ini yang penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul 

“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK 

PEREMPUAN DI PEKANBARU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” 

 

B. Batasan Masalah 

Dari banyaknya hak-hak perempuan yang ditangani Dinas 

Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru  untuk 

memudahkan dan lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis 

membatasi masalah tentang peran dinas pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang menjadi 

korban KDRT di pekanbaru dan ditinjau dari hukum islam mulai dari tahun 

2019 hingga tahun 2021. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan hak-hak perempuan korban 

KDRT? 

2. Apakah peran Dinas Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan hak-hak perempuan korban 

KDRT sudah berjalan optimal? 
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3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap peran Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam 

memperjuangkan hak-hak perempuan korban KDRT ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pemberdayaan  Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan hak-hak 

perempuan yang menjadi korban KDRT. 

2. Untuk mengetahui apakah peran  yang dilakukan Dinas Pemberdayaan  

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam 

memperjuangkan hak-hak perempuan korban KDRT sudah berjalan 

optimal atau belum. 

3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap peran 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  dalam 

memperjuangkan hak-hak perempuan yang menjadi korban KDRT. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan referensi tambahan 

bagi para akademis, penulis dan kalangan yang berminat khususnya dalam 

bidang tinjauan hukum islam mengenai hak-hak perempuan korban KDRT 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat bermanfat bagi masyarakat sebagai bahan 

masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin 
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mengetahui tentang tinjauan hukum islam tentang hak-hak perempuan 

korban KDRT. 

 

F. Sistematika Penelitian 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis membahas tentang garis besar penulisan 

penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN TEORI 

Bab kedua penulis memaparkan landasan teori yang mencakup 

hak-hak perempuan dalam keluarga menurut hukum Islam. 

Yang meliputi kedudukan perempuan dalam keluarga Islam, hak 

perempuan dalam keluarga Islam, hak perempuan sebagai istri 

dalam keluarga islam, pengertian KDRT, dan bentuk-bentuk 

KDRT 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan 

objek penelitian, informan, sumber data, dan teknik 

pengumpulan data  

BAB IV :  HASIL PENELITIAN  

Pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian dari 

skripsi ini yaitu : 

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dalam memperjuangankan hak-hak perempuan korban KDRT, 
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kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan korban 

KDRT, Tinjauan Hukum Islam terhadap peran Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 

memperjuangankan hak-hak perempuan korban KDRT.   

 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi 

yang berisi kesimpulan-kesimpulan penelitian dari awal sampai 

akhir, dalam skripsi ini juga terdiri dari saran –saran penulis 

tentang persoalan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Pengertian Peran 

Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar 

kata peran diartikan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” 

dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu 

drama. Mungkin tak banyak tahu, bahwa kata “peran”, atau role dalam bahasa 

inggrisnya, memang diambil dari dramaturgy atau seni teater. Dalam seni 

teater seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan plot atau 

alur ceritanya, dan dengan macam-macam lakonnya. Lebih jelasnya kata 

“peran” atau “role” dalam kamus oxford dictionary diartikan : Actor‟s part 

one‟s task of funcion. Yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi.
5
 

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti 

pemainsandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, dan 

perangkat tingkah yangdiharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di 

masyarakat.
6
 Pengertian peran menurut Soerjono soekanto, yaitu peran 

merupakan aspek dinamiskedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewa!ibannya sesuai dengankedudukannya, maka ia menjalankan 

suatu peranan.
7
 

Hakekatnya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian 

perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian 

                                                 
5
 The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982), h. 1466 

6
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), h. 854 
7
 Seorjono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar, h.243 
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seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran 

yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau 

diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai 

peran yang sama. Biddle dan thomas menyepadankan peristiwa peran ini 

dengan pembawaan “lakon”oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. 

sebagaimana patuhnya seorang pelakuterhadap script (skenario), instruksi dari 

sutradara, peran dari sesama pelaku pendapat dan reaksi umum, penonton, 

serta dipengaruhi bakat pribadi si pelaku, seorang pelaku peran dalam 

kehidupan sosial pun mengalami hal yang hampir sama.
8
 

Menurut Jack c. Plano, yang dimaksud dengan peran dalam Kamus 

analisa Politik diartikan sebagai perilaku yang diharapkan akan dilakukan 

seseorang yang menduduki posisitertentu. teori ini berasumsi bahwa sebagian 

besar perilaku politik adalah sebagai akibat dari tuntutan atau harapan 

terhadap peran yang dipegang oleh seorang aktor politik. aktor politik 

menemukan dirinya dalam berbagai posisi, mulai dari aktor negara, presiden, 

menteri luar negeri, bahkan warga biasa sekalipun yang masing-masing posisi 

itu memiliki pola perilaku Masing-masing. 

1. Teori Peran 

Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan 

berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari 

dunia teater. Peran erat kaitannya dengan status, dimana di antara 

keduanya sangat sulit dipisahkan. Soekanto melanjutkan bahwa peran 

                                                 
8
 Edy Suhardono, Teori Peran Konsep Derivasi dan Implikasinya, (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama 1994), h. 9-3 
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adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Lebih lanjut, dia 

menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan 

maka ia menjalankan suatu peran.
9
 

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas 

kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan 

dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam- 

macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal 

tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang 

diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak 

menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.
10

 

Setiap orang mempunyai peranan masing-masing dalam 

kehidupannya sesuai dengan pola lingkungan hidupnya. Hal ini berarti 

bahwa peranan menentukan terhadap perbuatan bagi seseorang. 

Pentingnya peran adalah dengan adanya peran yang diperoleh dari 

kedudukan akan bisa menentukan dan mengatur perilaku masyarakat atau 

orang lain. 

Kedudukan ada dua macam. Pertama yaitu kedudukan seseorang 

dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan 

kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Kedua, 

Achieved status, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan 

usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, 

                                                 
9
 Soerjono Soekanto, Memperkenalkan Sosiologi, (Jakarta: Rajawali, 1982) h. 33 

10
 Soerjono Soekanto, Sosisologi Suatu Pengantar, h.211 
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akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung kemauan masing-

masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Sehingga 

peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka 

dia menjalankan perannya.
11

 

Di samping itu, peran menyebabkan, seseorang pada batas-batas 

tertentu, dapat meramalkan perbuatan atau tindakan orang lain. Setiap 

individu yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri 

dengan perilaku orang-orang yang ada dalam kelompoknya. 

Dalam teori peran mengenal dua posisi peran: 

a. Peran ideal, sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat 

terhadap status-status tertentu. Peran tersebut merumuskan hak-hak 

dan kewajiban yang terkait dengan status tertentu 

b. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Ini merupakan peranan 

yang sesungguhnya dilaksanakan oleh seseorang dalam kehidupan 

nyata. Peranana yang dilakukan dalam kehidupan nyata mungkin saja 

berbeda dengan peranan ideal, yang ideal hanya berada dalam fikiran 

dan belum terealisasi dalam kehidupan yang sebenarnya. 

unsur-unsur peranan atau role adalah:
12

 

a. Aspek dinamis dari kedudukan  

b. Perangkat hak-hak dan kewajiban  

c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan  

                                                 
11

 Soerjono Soekanto, Sosisologi Suatu Pengantar, h.246 
12

 Soerjono Soekanto, Sosisologi Suatu Pengantar , h.441 
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d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang 

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, 

merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. 

Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku 

dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam 

masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, 

yaitu :
13

 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat. 

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada 

individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu :27 

a. Bahwa Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur 

masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya 

b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang 

oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih 

dahulu terlatih dan menpunyai hasrat untuk melaksanakannya 

                                                 
13

 Ibid, h.21 
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c. Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak 

mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh 

masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan 

pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak  

d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, 

belum tentu masyarakat akan memberikan peluang- peluang yang 

seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi 

peluang-peluang tersebut. 

B. Pengertian Hak dan Perempuan 

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia 

sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat 

keberadaannya.Hak-hak tersebut telah dibawa sejak lahir dan melekat pada 

diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Setiap manusia memiliki derajat dan 

martabat yang sama. Istilah hak asasi manusia di Indonesia, sering 

disejajarkan dengan istilah hak-hak kodrat, hak-hak dasar manusia. Natural 

right(hak alami), human right(hak asasi manusia), fundamental right(hak 

fundamental), gronrechten,mensenrechten, rechtenvan den mens fundamintal 

rechten. Menurut Philipus M Hadjon, di dalam hak (Right), terkandung 

adanya suatu tuntutan (claim).
14

 

Menurut Bahder Johan Nasution, berkaitan dengan pengertian hak 

asasi manusia, Bahder menyatakan: pengertian hak asasi manusia sering 

difahami sebagai hak kodrati yang dibawa oleh manusia sejak lahir ke dunia. 

                                                 
14

 Fauzan Khairazi, implimentasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia‖,Jurnal 

Inovatif, Vol.8, No.1 (Januari 2015), 80-81 
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Pemahaman terhadap hak asasi yang demikian itu merupakan pemahaman 

yang sangat umum dengan tanpa membedakan secara akademik hak-hak yang 

dimaksud serta tanpa mempersoalkan asal usul atau sumber diperolehnya hak 

tersebut. Pengertian hak asasi manusia seperti pemahaman diatas memang 

tidak salah, namun dengan pemahaman seperti itu merupakan pemahaman 

yang sempit tentang hak asasi manusia, maka penerapan terhadap hak tersebut 

sering salah kaprah atau disalahgunakan. Untuk itu guna memperoleh 

pemahaman yang lebih sempurna tentang hak asasi manusia, perlu difahami 

istilah-istilah yang memberi pengertian secara tepat mengenai hak asasi 

manusia.
15

 

Sedangkan pengertian perempuan, perempuan merupakan makhluk 

lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara 

umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan 

memelihara. Demikianlah gambaran perempuan yang sering terdengar di 

sekitar kita. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula 

perbedaan pada tingkahlakunya, dan timbul juga perbedaan dalam hal 

kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan 

dan terarah dengan kodrat perempuan. 

Adapun pengertian perempuan sendiri secara etimologis berasal dari 

kata empu  yang  berarti  ―tuan‖,  orang  yang  mahir  atau  berkuasa,  kepala,  

hulu,  yang paling besar.
16

 Namun dalam bukunya Zaitunah Subhan
17

  

                                                 
15

 Ibid.,81 
16

 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Cet. 9. ( Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2005 ), 135 
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perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah 

menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita 

dianggap berasal dari bahasa sanskerta, dengan dasar kata wan yang berarti 

nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan 

objek jadi subjek. Tetapi dalam bahasa Inggris wan ditulis dengan kata want, 

atau men dalam bahasa Belanda, wun dan schen dalam bahasa Jerman. Kata 

tersebut mempunyai arti like, wish, desire, aim,kata want dalam bahasa Inggris 

bentuk lampaunya wanted. Jadi, wanita adalah who is being wanted ( 

seseorang yang dibutuhkan ) yaitu seseorang yang diinginkan. Sementara itu 

feminisme perempuan mengatakan, bahwa perempuan merupakan istilah 

untuk konstruki sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui 

penggambaran.
18

 Dari sini dapat difahami bahwa kata perempuan pada 

dasarnya merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis dan 

membedakan dengan jenis lainnya. 

Para ilmuan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari 

segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-

laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam 

bakatnya.
19

 

Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang 

didasarkan pada kajian medis, psikologis, dan sosial, terbagi atas dua faktor, 

yaitu faktor fisik dan psikis. 

                                                                                                                                      
17

 Syafiq Hasyim, Pengantar Feminisme dan Fundamentalisme Islam, Cet. I 

(Yogyakarta : LkiS, 2005 ), 5. 

 
18

 Zaitunah Subhan, Qodrat Perempuan Taqdir Atau Mitos, (Yogyakarta: Pustaka 

Pesantren, 2004), 1. 
19

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1190), 448. 



20 

 

 

Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan 

lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh 

peremppuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan 

sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem. Perasaan 

perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi 

persoalan berat.
20

 

Sementara Kartini Kartono mengatakan, bahwa perbedaan fisiologis 

yang dialami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur 

kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi dan 

pengaruh– pengaruh pendidikan.
21

 Pengaruh kultural dan pedagogis tersebut 

diarahkan pada perkembangan pribadi perempuan menurut satu pola hidup 

dan satu ide tertentu. Perkembangan tadi sebagian disesuaikan dengan bakat 

dan kemampuan perempuan, dan sebagian disesuaikan dengan pendapat-

pendapat umum atas tradisi menurut kriteria-kriteria feminisme tertentu
22

 

1. Kedudukan Perempuan dalam Keluarga Islam 
 

Kata Parpuanta yang di serap jadi kata perempuan, memilki arti 

yang di pertuan atau di hormati. Empu dalam pengertian ini adalah gelar 

kehormatan yang berarti tuan. Dalam buku kakawin Arjunawiwaha XXXII 

kata wanita berasal dari kata kawi yang sepadan dengan kata Priya atau 

perempuan. Dalam perkembangannya, di jumpai istilah wanita karir, 

wanita tuna susila, dan sebagainya. 
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Wanita kariri di artikan dengan, seorang wanita yang berkecimpung 

dalam kegiatan propesi, seperti kegiatan usaha, atau perkantoran. Wanita 

tunasusila adalah wanita yang kurang atau tidak memiliki susila (adat atau 

sopan santun). Istilah perempuan geladag, perempuan jalanan, perempuan 

nakal, perempuan jalang, semua memiliki makna yang sama dengan 

pelacur.
23

 Jadi, pada hakikatnya banyak sekali istilah-istilah perempuan 

dalam beberapa pengertian, sehingga kita harus mengetahui posisi 

perempuan dalam keluarga seperti yang akan di jelaskan para urainyan 

selanjutnya. 

Menurut Teori Heraty Noerhadi, ketua Program Study Ilmu Filsafat 

Pasca  Sarjana UI, menyebutkan bahwa kata wanita dianggap lebih halus, 

lembut dan indah. Sehingga sesuai dengaan kodratnya. Sementara kata 

perempuan, agak kasar dan biasanya di katkan dengan kedudukan sosial 

yang rendah. Seakan dalam kata tersebut tersirat sifat -sifat kurang baik 

yang tidak sesuai dengan kodratnya. 

Kedua istilah ini, wanita dan perempuan bukan hanya berkaitan 

dengan asal bahasa atau padanan kata saja, tetapi berkaitan dengan cerita, 

mitos, atau setereotype. Wanita itu meski lemah lemmbut, mesra, hangat, 

dan cantik sekaligus menarik dan produktif, sesuai dengan peran ganda 

yang di pikulnya dan menjadi mitra sejajar pria. 

Sedangkan istilah perempuan dalam Al-quran mengunakan lafal 

yang berbeda-beda, antara lain, mar‟ah, imra‟ah, nisa‟atau niswah dan 
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untsa. Ada pendpat yang mengatakan bahwa akar kata nisa adalah nis nya 

artinya lupa yang disebabkan oleh kelemahan akal. Bila di lihat dari 

Philologi Arab, kata nisa berarti anisa yaitu penghibur, bisa juga anisa 

yang berarti jinak atau lemah lembut. Sedangkan kata unsta mempunyai 

arti lemah lembut dan halus perkataannya.
24

 

Ada dua perbedaan yang dikenal antara laki-laki dan perempuan. 

Perbedaan yang bersifat mutlak dan relatif. Dua perbedaan ini, pertama 

dikenal dengan istilah kodrati. Perbedaan ini disebut perbedaan biologis. 

Secara biologis laki-laki dan perempuan berbedaa kelaminnya. Perbedaan 

kedua disebut dengan perbedaan yang dihasilkan oleh interpretasi sosial. 

Perbedaan ini disebut nonkodrati, tidak kekal, sangat mungkin berubah dan 

berbeda-beda berdasarkan ruang dan waktu. Perbedaan ini bersifat relatif, 

tidak berlaku umum, perannya bisa berubah dan dipertukarkan atau bisa 

menjadi bawaan, bukan alami. 

Sebagian masyarakat berpandangan, perbedaan antara perempuan 

dan laki-laki tidak hanya terbatas pada perbedaan yang bersifat kodrati, 

perbedaan ini bisa berupa penyipatan. Seperti perempuan dianggap 

emosional, laki-laki rasuonal, laki-laki memiliki akal yang sempurna, 

perempuan akalnya sempit. Laki-laki memimpin dan perempuan di pimpin, 

dan seterusnya.
25
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2. Perlindungan Hukum Hak Asasi Perempuan di Indonesia 

Kata hukum dalam dalam tulisan ini adalah hukum secara 

normatif, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(hukum positif) yang ditetapkan pada orde reformasi. Adapun isi 

perundang-undangan yang dipilih untuk diteliti dibatasi hanya pada 

peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak 

dasar perempuan.
26

 

  Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dan 

keadilan yang telah dilakukan sejak dahulu, ternyata belum dapat 

mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar 

dengan kaum laki-laki. Sekalipun kekuasaan tertinggi di negeri ini pernah 

dipegang oleh perempuan, yakni Presiden Megawati Soekarno Putri, dan 

telah banyak kaum perempuan yang memegang jabatan strategis dalam 

pemerintahan, ketidakadilan gender dan ketertinggalan kaum perempuan 

masih belum teratasi sebagaimana yang diharapkan. Kaum perempuan 

tetap saja termarjinalkan dan tertinggal dalam segala aspek kehidupan, 

termasuk dalam bidang hukum. Hal ini merupakan tantangan berat bagi 

kaum perempuan dan pemerintah. Diantara Peraturan Perundang-

undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan 

adalah: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-
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Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 

dan UU No. 42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 

tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dan Kerpres No. 181 Tahun 1998 

tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap 

Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 

65 Tahun 2005.
27

 

3. Hak Perempuan dalam Keluarga Islam 

Perempuan di sebagian besar belahan dunia, termasuk di negara-

negara Muslim, secara umum mengalami ketersaingan. Di banyak negara 

dewasa ini, tidak ada jaminan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki 

dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Di sejumlah negara, 

perempuan dibatasi haknya atas kepemilikan tanah, mengelola properti, 

bisnis, bahkan dalam melakukan perjalanan pun harus dengan persetujuan 

suami.
28

  

Islam memberikan hak yang sama bagi perempuan dengan laki-laki 

di wilayah publik, seperti terlihat dari para perempuan masa Nabi, tetapi 

sebagian besar syari‟ah tentang perempuan yang diderivasi dan ditafsirkan 

dari sumber-sumber wahyu sesungguhnya problematik. Menurut 

Abdullahi an-Na‟im, syari‟ah memberikan peluang bagi terjadinya 

diskriminasi serius terhdap perempuan yang sulit untuk bisa diterima 
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masyarakat modern saat ini.
29

 

Meski syari‟ah yang banyak dianut oleh masyarakat Muslim adalah 

syari‟ah yang cenderung menempatkan perempuan dalam urusan domestik 

(rumah tangga), tetapi pada dasarnya sikap syari‟ah mengenai persoalan 

tersebut tidaklah tunggal. Dalam syari‟ah literalis sekalipun, sesungguhnya 

terdapat pandangan yang mendukung konsep kesetaraan gender.
30

 

Laki-laki dan perempuan memiliki banyak sekali perbedaan akan 

tetapi keduanya haruslah diperlakukan secara setara. Artinya hak-hak 

masing-masing pihak hendak nya dilindungi. Perkawinan haruslah 

merupakan pilihan, bukan paksaan. Dengan begitu, kita memberi hak 

sepenuhnya kepada perempuan untuk memilih siapa calon suaminya. Cara 

lain untuk melindungi perempuan adalah dengan cara memenuhi hak-hak 

perempuan dalam keluarga. Adapun hak-hak perempuan dalam keluarga 

adalah : 

a. Hak Reproduksi 
 

Kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai keadaan fisik, 

mental, sosial yang utuh dan aman dalam segala hal yang berkaitan 

dengan sistim, fungsi-fungsi dan proses reproduksi. Pengertian 

kesehatan reproduksi yang demikian luas, akan membawa berbagai 

persoalan yang luas pula. Antara lain menyangkut kesehatan alat- alat 

reproduksi perempuan pra reproduksi (masa remaja), ketika produksi 

(masa hamil dan menyusui) dan pasca produksi (masa monopouse). 
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Persoalan-persoalan lain yang acap tertinggal dalam kajian atasnya 

adalah tentang kehidupan seksual perempuan secara memuaskan dan 

aman, tidak dipaksa, hah-haknya untuk mengatur kelahiran, 

menentukan jumlah anak, hak-haknya untuk mendapatkan perlakuan 

yang baik dari semua pihak baik dalam sektor domestik, maupun 

publik, hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan 

yang benar.
31

 

Jika ditinjau dari segi peran, fungsi, dan relasi hak-hak 

reproduksi perempuan merupakan rangkaian yang saling berhubungan 

antara satu persoalan perempuan dengan persoalan lainnya. Untuk itu, 

pembahasan hak-hak reproduksi dimulai dari proses yang paling awal, 

misalnya pernikahan hingga membangun muasyarah bil makruf dalam 

konteks kerumahtanggaan maupun dalam relasi perempuan pada dunia 

publik sebab persoalan itu ibarat mata rantai yang tidak dapat 

dipisahkan antara satu dan yang lain.
32

 

Hak dan kewajiban manusia berkembang sesuai dengan 

perkembangan status dalam kehidupan pada komunitasnya ketika 

seorang perempuan baru lahir, ia berstatus sebagai anak, lalu menikah 

berkembang menjadi anak sekaligus istri. Ketika mempunyai anak 

maka menjadi ibu, kemudian masuk pula menantu, baby sister, anak 
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asuh, lalu lahir cucu dan seterusnya. Hal-hal tersebut akan 

mempengaruhi peran, fungsi, dan relasi, maupun hak dan kewajiban 

perempuan. 

Hak reproduksi perempuan dalam Islam Mengacu pada QS al-

Baqarah : 228 

   ِ   ِ ِ  ِ  ِِِ ِِِ ِ

ِِِِ  ِِِ ِ ِ   ِ  ِِ   ِ

 ِ   ِِِِ ِ   ِِِ ِ ِ  ِ

    ِِ ِ  ِ ِِ ِِ ِِِِِ

 

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka 

(menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan 

apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman 

kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak 

kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki 

perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang 

dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami 

mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, 

Mahabijaksana.. (Q.S Al- baqarah (2) ayat: 228) 

Ayat tersebut jika dikaitkan dengan hak-hak reproduksi 

perempuan merupakan bagian dari keseluruhan hak-hak manusia 
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perempuan yang berfungsi sebagai pengemban amanat reproduksi 

manusia yang harus mendapatkan perhatian dari aspek kesehatannya.
33

 

Ada tiga kategori hak-hak reproduksi perempuan sebagai berikut:
34

 

 

Pertama: Hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak 

tersebut mutlak ada, mengingat resiko sangat besar yang di alami oleh 

ibu, dalam menjalankan fungsi reproduksinya, mulai menstruasi, 

hubungan seks, melahirkan, dan menyusui. Untuk itu di perlukan 

informasi diseputar hak-hak reproduksi bagi ibu, memperoleh 

pelayanan kesehatan yang memadai guna kelangsungan hidup ibu dan 

anak. Sebagaimana dalam QS. Al- Ahqaf (46) :15 

ِِِِِِِِِِِِ

ِِِِِِِِِِِِِ

ِِِِِِِِِِِِ

ِِِِِِِِِِِِِِِِ

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat 

baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan 

susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). 

mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, 

sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh 

tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri 
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nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu 

bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau 

ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada 

anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan 

Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri". (Q.S 

Al-Ahqaf (46) ayat:15) 

Kedua : Hak jaminan kesejahteraan, bukan hanya pada saat 

proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui) 

berlangsung, tetapi di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai ibu 

dari anak-anak. Sebagaimana Qs.Al- baqarah : 222 

  ِِ ِِ ِِ ِ   ِ ِِ ِ

ِِ  ِِ  ِِ  ِ  ِ ِِ ِ ِ

ِِِِ ِ ِ ِ  ِِِِِ

   

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 

"Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu 

menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu 

mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, 

Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah 

kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri 

Ketiga: Hak ikut mengambil keputusan yang berhubungan 

dengan kepentingan perempuan (istri) terutama yang menyangkut 
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fungsi reproduksi. Hal ini tercermin dalam prinsip dasar ajaran Islam 

dalm mengambil keputusan harus senantiasa melibatkan hak-hak yang 

berkepentingan sebagaimana dalam QS. Al Syura: 38 

  ِ  ِ   ِ  ِِ   ِِ  ِ  ِ

   ِ ِِِِِ

 

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) 

dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan 

sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S Asy.Syura 

ayat: 38) 

Prinsip-prinsip diatas juga harus menjadi dasar dari setiap 

perjanjian antara dua pihak. Perjanjian yang dilakukan tanpa 

merealisasiakn prinsip-prinsip ini akan menimbulkan ketimpangan dan 

ketidakadilan. al-Qur‟an dengan jelas mengemukakan: 

Artinya „‟ mereka, para istri adalah pakaian kalian, para suami dan 

sebaliknya para suami juga merupakan pakaian bagi para istri‟‟ (Q.S 

al-baqarah, 2:187). 

Ayat ini secara tegas menghimbau agar perkawinan dibangun 

atas dasar prinsip-prinsip kesetaraan, sekaligus juga menunjukan ide 

dasar Islam tentang relasi seksual. Dengan ungkapan lain, hak yang 

dimiliki perempuan dalam menyalurkan naluri seksualnya adalah 

setara dengan hak-hak laki-laki atasnya . ini berarti pula bahwa relasi 



31 

 

 

seksual harus dilakukan berdasarkan atas asas kesamaan atau asas 

kesataraan, hak suami untuk relasi seksual menjadi kewajiban istri, dan 

demikian pula sebaliknya. Dengan begitu, tidak ada lagi praktek 

dominasi atau kekuasaan mutlak dalam kehidupan keluarga.
35

 

Akan tetapi, realitas yang dijumpai di masyarakat sangat 

berbeda jauh dari pandangan dan tas dianut sangat bias nilai-nilai 

patriarki. Masyarakat mempunyai paradigma bahwa persenggamaan 

hanya sekedar sarana perkembang biakan bagi manusia. Dan 

perempuan itu memiliki kewajiban mutlak untuk memenuhi kebutuhan 

atau hasrat seksual laki-laki sebagai bagian dari kewajibannya istri. 

Ketimpangan inilah yang memposisikan seolah perempuan hanya 

sekedar objek pemuas hasrat biologis laki-laki. 

Selain itu akibat dari hal tersebutpun dibebankan pada pundak 

perempuan, segala proses reproduksi dari kehamilan, persalinan 

menyusui, merawat anak lebih banyak melibatkan peran istri yang 

tentunya hal tersebut tidak mudah. Ditambah lagi pandangan 

masyarakat yang lebih memposisikan perempuan sebagai contributor 

terbesar dalam mengurus itu semua. 

Di Indonesia sendiri adanya isu tentang kesehatan reproduksi 

masih menjadi agenda yang menyita banyak perhatian dan merupakan 

isu yang paling sensitive terutama jika dikaitkan dengan agama dimana 

masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang religius. Masalah 
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kesehatan reproduksi boleh dikatakan masih relatif baru bagi 

masyarakat Indonesia. Faktor pemicu salah satunya adalah disebabkan 

karena kurangnya pengetahuan dan buruknya sistem penyampaian 

informasi tentang hak dan kesehatan reproduksi. Selain itu, masyarakat 

Indonesia masih banyak yang memiliki pola pikir negative tentang 

perempuan dan pandangan yang diskriminatif terhadap perempuan 

terutama berkaitan dengan kontrol kehidupan seksual dan reproduksi 

mereka yang dilegitimasi oleh agama. 

Pada dasarnya secara yuridis keberadaan hak-hak reproduksi 

perempuan telah dijamin dalam perjanjian Internasional seperti 

termasuk dalam CEDAW, Hasil konferensi ICPD ke-4 di kairo dan 

konferensi ke-4 tentang perempuan diBeijing, 12 Hak tersebut antara 

lain: 

1) Hak untuk mendapat informasi dan pendidikan. Hak informasi dan 

pendidikan yang terkait dengan masalah kesehatan reproduksi 

termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteran seorang maupun 

keluarga. 

2) Hak untuk kebebasan berpikir termasuk kebebasan dari penafsiran 

ajaran agama yang sempit, kepercayaan, filosofi dan tradisi yang 

akan membatasi kebebasan berfikir tentang pelayanan kesehatan 

reproduksi. 

3) Hak atas kebebasan dan keamanan. Setiap individu dipercaya 

untuk menikmati dan mengatur kehidupan reproduksinya dan tidak 
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seorangpun dapat dipaksa untuk hamil atau menjalani sterilisasi 

serta aborsi. 

4) Hak untuk hidup setiap perempuan mempunyai hak untuk 

dibebaskan dari resiko kematian karena kehamilan. 

5) Hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan termasuk. 

Hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, 

kerahasiaan, harga diri, kenyamanan, keseinambungan pelayanan 

dan hak berpendapat. 

6) Hak untuk memutuskan kapan dan akan mempunyai anak. 

 

7) Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk 

hak anak- anak agar dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan 

seksual serta hak setiap orang untuk dilindungi dari perkosaan, 

kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual. 

8) Hak memilih bentuk keluarga dan hak untuk membangun dan 

merencanakan keluarga. 

9) Hak atas kerahasiaan pribadi pelayanan reproduksi dilakukan 

dengan menghormati kerahasiaan dan bagi perempuan diberi hak 

untuk menentukan pilihan sendiri reproduksinya. 

10) Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. 

Termasuk kehidupan berkeluarga dan reproduksinya. 

11) Hak mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan. 

Termasuk pengakuan hak bahwa setiap orang berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang 
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aman dan dapat diterima. 

b. Hak Pendidikan 

Pria dan perempuan saling melengkapi satu sama lain. Seorang 

perempuan tidaklah lengkap tanpa seorang pria, begitu pula sebaliknya 

seorang pria tidaklah lengkap tanpa seorang perempuan. Sebagai 

pendidik keluarga, kaum perempuan memiliki tanggung jawab 

mendidik anak-anaknya. Jika kurang mendapat pendidikan yang benar, 

seorang perempuan akan menghasilkan anak-anak yang tidak 

berpendidikan. Karenanya perempuan mempunyai peran penting 

dalam mengembangkan umat dan memegang kunci kesuksesannya.
36

 

Islam merupakan agama yang mengatur keseluruhan kehidupan 

manusia, termasuk di dalamnya makhluk tuhan yang berjenis kelamin 

perempuan. Termasuk di dalamnya makhluk tuhan yang berjenis 

kelamin perempuan. Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka 

bumi ini adalah, disamping untuk menjadi hamba Allah SWT. Yang 

tunduk dan patuh terhadap segala perintah-Nya juga menjadi 

pemimpin di bumi ( khalifah fi al ard), kapasitas manusia sebagai 

khalifah ditegaskan dalam Q.S Al-An‟am ayat 165 yang berbunyi: 

 ِ ِ  ِ  ِ ِ ِ  ِِ ِ

  ِ  ِِِ ِِِ ِ  ِ ِ  ِ ِ
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 ِِِِِ

 

Artinya : „‟Dan Dialah yang menjadikan sebagai khalifah-

khalifah di bumi dan dia mengangkat ( drajat) sebagaian kamu diatas 

yang lain, untuk menguji atas karunia yang Diberikan-Nya kepadamu. 

Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh 

dia maha pengampun, Maha Penyayang. „‟ (Q.S Al- An‟am [6]: 165) 

Kata „‟khalifah‟‟ tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin 

tertentu, artinya , baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi 

yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggung jawabkan 

tugas-tugas ke khalifahnya di bumi. Sebagaimana mereka bertanggung 

jawab sebagai hamba Allah. Untuk menjadi seorang pemimpin, 

manusia harus memiliki bekal ilmu pengetahuan yang cukup. Secara 

tidak langsung Tuhan menyuruh umatnya untuk belajar (membaca). 

Ayat yang pertama kali diturunkan adalah iqra‟ yang artinya bacalah, 

membaca dapat diartikan secara luas. Membaca alam semesta, keadaan 

sekitar dan kejadian pada masa lampau.
37

 

Dalam hal kesempatan mendapatkan pengetahuan, Al-Qur‟an 

memandang sama antara laki-laki dan perempuan. Keduanya di 

anjurkan untuk  memperdalam ilmu pengetahuan dalam rangka 

menghilangkan kebodohan diri dan umat yang ada disekitarnya. Dalam 

kaitannya dengan hal itu, Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat 

                                                 
37

  Lily Zakiyah Munir, Memposisikan Kodrat ,( Bandung: Mizan, 1999), Cet Ke-1 h.135 

 



36 

 

 

122, yang berbunyi: 

ِ ِ ِ ِ   ِ   ِِِِِ ِ  ِ  ِ

  ِ ِِ ِ  ِ ِ  ِ  ِ  ِ ِ

ِِِِِ

 

Artinya : „‟Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya 

pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan 

diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam agama mereka dan 

untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 

kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya‟‟ (Q.S At-taubah [9]: 

122) 

Dalam konteks pembangunan, perhataian terhadap isu-isu yang 

langsung berkenaan dengan bagaimana mendorong partisipasi 

perempuan dalam program pembangunan. Peran perempuan tidak 

hanya identik sebagai ibu rumah tangga saja, melainkan juga 

berpartisipasi di dunia publik, sosial, memiliki hak (harus) 

berpendidikan, hak-hak politik disamping kewajiban sebagai ibu 

rumah tangga, kecendrungan memasuki dunia kerja, dan pendidikan 

tinggi semakin meningkat. Pendidikan, akses politik, dan kemandirian 

ekonomi menjadi justifikasi posisi tawar yang setara dengan laki-laki, 

termasuk relasi kesetaraan dalam relasi domestik.
38

 

Islam telah menyumbangkan jasa yang besar, Islam 
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menyelamatkan kaum perempuan dari penindasan dan mengangkat 

mereka ke kedudukan yang khusus, Islam tidak pernah berupaya 

menurunkan derajat perempuan melainkan malah mendukung untuk 

maju dan berupaya menjaga kehormatan dan kemuliaan gendernya. 

Hal ini meliputi pendidikan yang semestinya bagi perempuan.
39

 

c. Hak Waris 

Berbagai literatur sejarah menceritakan bahwa nasib perempuan 

pra-Islam, tidak pernah mendapatkan harta waris dari manapun, 

termasuk dari lingkungan keluarga paling dekatnya; seperti ayah, 

suami, anak atau saudara  laki-lakinya. Konsep kewarisan pra-islam 

berkaitan langsung dengan konsep kepemilikan dan struktur 

masyarakat ketika itu. 

Masyarakat arab ketika itu berstruktur masyarakat kabilah yang 

dipadu dengan sistem kekerabatan patrilineal, yang hanya mengikuti 

garis keturunan laki-laki. Masyarakat kabilah yang selalu dibayangi 

perang antar kabilah menetapkan bahwa yang bisa mewarisi keluarga 

hanyalah keluarga laki-laki yang terdekat dari si mayit. 

Urutan ialah anak ( laki-laki), bapak, saudara laki-lakinya, 

nenek garis ayah, dan terakhir paman serta keturunannya. Meskipun 

anak laki-laki yang masih kecil belum aqil baligh atau orang yang 

sudah uzur (tua Bangka) tidak juga berhak mendapatkan harta waris 

karena dihukumkan sama dengan perempuan. Konsep kewarisan 
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dalam masyarakat Arab ketika itu terkait dengan konsep kepemilikan 

harta dalam sistem masyarakat qabiliyyah (tribal society), yang mirip 

dengan extended family, yaitu belum tidak bisa ikut berperang untuk 

mempertahankan kabilah maka anaknya tersebut tidak berhak 

mendapatkan harta, sebelum mereka dapat mengangkat pedang untuk 

membela eksistensi dan kelangsunganhidup kabilah. Oleh karena itu 

yang berhak untuk mendapatkan harta waris hanya laki-laki yang kuat, 

sudah aqil- baligh dan belum uzur.
40

 

Islam datang dengan memperkenalkan konsep warisannya, 

yaitu kaum perempuan tetap mendapatkan warisan. Perubahan hukum 

waris bagi perempuan dalam masyarakat dari „‟tidak mendapat‟‟ 

menjadi „‟mendapat‟‟ warisan, tidak lepas dari konteks historis 

masyarakat arab ketika itu, yang sudah berangsur bergeser dari 

masyarakat yang bertumpu pada kabialh ke masyarakat yang bertumpu 

pada keluarga.
41

 

 

Islam memperkenalkan pembagian dasar 2 banding 1 antara 

anak laki-laki dan anak perempuan. Logikanya, porsi dua banding satu 

(liddzakari mitslu haddil unsa yain) dalam hukum kewarisan islam 

bukanlah bentuk final dari hukum kewarisan Islam , sebagaimana juga 

hukum-hukum lainnya adalah mewujudkan rasa keadila (al- „adl) dan 
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menegakan amanat dalam masyarakat (tuadd al-amanah) 

Sesungguhnya, bukan hanya dunia Islam yang mengenal 

konsep kewarisan demikian. Dikawasan belahan bumi lainya, seperti 

anak benua india, anak perempuan pun tidak mendapat harta warisan. 

Bahkan seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka 

ia pun turut serta di bangkar di api pembakaran suaminya. 

Ayat pembagian waris yang sering mendapat gugatan adalah: 

ِِِ   ِِ ِِِ   ِِ ِِ ِ

ِ   ِِ ِِِِ ِِِ ِ ِِ   ِ

 ِِ ِِ ِِِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ

 ِ  ِ ِ ِِِ ِ ِ  ِ  ِ ِِِِ

 ِ   ِِ  ِِِِ  ِ   ِِ ِ ِ  ِ

ِ ِِ ِِِِِِ ِ ِ ِِِِِ

 
 

Artinya: „‟Allah mensyariatkanbagimu tentang (pembagian pusaka 

untuk)anak- anakmu. Yaitu :bagian seorang anak laki-laki sama 

dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu 

semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga 

dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, 

maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, 

bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika 

yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak 
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mempunyai anak. Dan ia diwarisi oleh ibu-bapak (saja), ibunya 

mendapat sepertiga. jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 

saudara, ibunya mendapat seperenam. (pembbagian- pembagian 

tersebut di atas)sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) 

sesudah dibayar utangnya. (tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, 

kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 

(banyak) manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi maha bijaksana‟‟. (Q.S al-

Nisa (4) :11) 

Dalam satu riwayat menyebutkan sabab nuzul ayat ini, bahwa 

istri Sa‟ad ibn Rabi mendatangi Rasulullah dan menanyakan perihal 

dua anak perempuan sa‟ad ibn Abi Rabi, yang bapaknya meninggal di 

medan perang ketika bersama Rasulullah di Perang Uhud. Paman 

kedua anak itu mengambil semua harta dari ayah anak tersebut, dan 

tidak menyisakan sedikit pun. Rasulullah menjawab: „‟Allah 

menetapkan yang demikian itu.‟‟ Kemudian turunlah ayat ini. Setelah 

itu, Rasulullah memerintahkan pamanya untuk menyerahkan sepertiga 

harta itu untuk kedua anak perempuan Sa‟ad, seperdelapan untuk ibu 

kedua anak itu, dan selebihnya untuk paman nya. Ayat  Lain yang 

senada adalah: 

Artinya: Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara 

laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki 

sebanyak bahagian dua orang perempuan.(Q.S al-Nisa (4) :176). 
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Poin yang amat penting disini ialah islam memberikan 

pengakuan hak waris kepada perempuan. Soal porsi yang diperoleh 

adalah persoalan lain. Pemberian hak waris kepada perempuan, seperti 

halnya nanti pada pemberian hak untuk menjadi saksi, bagian dari 

terobosan terbesar besar Islam untuk mentransformasi masyarakat dari 

pola hidup qobiliyyah yang mengandalkan ikatan primodialisme 

kesukuan yang sempit („ashabiyyah) kepada masyarakat yang berpola 

hidup ummah, suatu  pola hidup masyarakat baru yang mengandalkan 

ikatan nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Dalam pola hidup 

qabiliyyah, promosi karier hanya bergulir kepada laki- laki. 

Ayat-ayat tadi sudah dianggap memenuhi hak-hak standar 

perempuan ketika itu, karena anak perempuan, apa pun posisinya tidak 

pernah diterlantarkan dan selalu di pertanggungjawabkan oleh 

bapaknya. Sebagai saudara, dipertanggungjawabkan saudara laki-

lakinya. Dan sebagai istri, dipertanggungjawabkan suaminya. 

Dalam masyarakat Indonesia, pada umumnya, penerapan porsi 

seperti disebut dalam ayat diatas sudah tidak umum lagi diterapan. 

Porsi sedemikian ini biasanya melalui putusan hakim di pengadilan 

jika alternatif lain tidak disepakati. Hakim dalam memutuskan 

persoalan kewarisan, dituntut untuk  mempertimbangkan seluruh aspek 

di dalam lingkungan keluarga yang berperkara; termasuk 

mempertimbangkan sendi-sendi sendi keadilan yang hidup dalam 

masyarakat tem pat dan di mana para pihak yang berperkara hidup.
42

 

                                                 
42

 Prof. DR. Nasarudin Umar, Fikih Wanita untuk Semua, (Jakarta: Serambi 2010) Cet. 1 



42 

 

 

d. Hak Khulu‟ 

Perempuan sebagaimana laki-laki, mempunyai hak untuk 

menjatuhkan talak yang disebut khulu‟.
43

 Pemutus akad nikah dari 

pihak Istri, Islam memberi peluang, jika Istri yang dirugikan secara 

syara‟ maka dapat mengajukan khulu‟ atau gugat cerai di pengadilan. 

Istri membayar kembali mahar/maskawin suaminya. Jika pengadilan 

menerima gugat cerai tersebut, maka putuslah ikatan nikahnya. 

Akibatnya, tidak bisa rujuk lagi.
44

 

Dalam hak talak bagi perempuan, Wahbah al-Zuhaili 

berpendapat bahwa seorang perempuan berhak mengajukan talak 

dengan alasan-alasan suami tidak dapat memberi nafkah dengan tidak 

mencukupi kebutuhan pangan, sandaang, dan papn  serta kesehatan 

yang diperlukan oleh istri karena sebab cacat atau keadaan yang 

membuat dia tidak mampu menafkahi istri. Jika suami menolak, maka 

pengadilan yang akan memutuskannya, suami perperilaku kasar 

terhadap istri, kepergian suami yang relative lama,dan jika suami 

dalam status kurungan/tahanan.
45

 Sebagaimana yang telah diugkapkan 

di atas bahwa jika suami menolak permintaan talak dari istri maka istri 

dapat mengajukan cerai kepada pengadilan yang disebut dengan cerai 

gugat. 
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4. Hak Perempuan Sebagai Istri 

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami 

mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami 

mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai 

beberapa kewajiban
27

. Demikian pula kaum wanita mempunyai hak atas 

suami mereka, dan tidak akan berlanjut kehidupan suami istri di atas 

keadilan yang diperintahkan oleh Allah, kecuali jika setiap suami dan istri 

memenuhi hak-hak diantara mereka. Adapun hak-hak istri adalah sebagai 

berikut:
46

 

a. Hak istri yang bersifat materi meliputi: 

 

Hak mengenai harta, yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah 

sebagaimana  firman Allah dalam surah Annisa Ayat 4: 

 ِ ِ  ِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِِ

  ِ ِِِِِ

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika 

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu 

dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu 

(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 

Maka kata an nihlah dalam ayat di atas, adalah pemberian dan 

hadiah. Ia bukan merupakan imbalan yang diberikan laki-laki karena 
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boleh menikmati perempuan, sebagaimana persepsi yang telah 

berkembang di sebagian masyarakat. Sebenarnya dalam hukum sipil 

juga kita dapatkan bahwa perempuan harus menyerahkan sebagian 

hartanya kepada laki-laki. Namun, fitrah Allah telah menjadikan 

perempuan sebagian pihak penerima, bukan pihak yang harus 

memberi.
47

 Penganut Mazhab Hanafi menetapkan batas minimal 

mahar adalah sepuluh dirham. Sementara penganut Mazhab Maliki 

menetapkan tiga dirham, tapi penetapan ini tidak berdasar pada dalil 

yang layak dijadikan sebagai landasan, tidak pula hujjah yang dapat 

diperhitungkan.
48

 

Sedangkan Madzhab Hanafi berpendapat bahwasanya tidak 

ada ketentuan terkait besaran nafkah, dan bahwasannya suami 

berkewajiban memikul kebutuhan istri secukupnya yang terdiri dari 

makan, lauk pauk, daging, sayur mayor, buah, minyak, mentega dan 

semua yang dikonsumsi untuk menopang hidup sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku secara umum, dan bahwasanya itu berbeda-

beda sesuai sesuai dengan perbedaan tempat, zaman dan keadaan. 

Madzhab Syafi‟i tidak mengaitkan pendapat besaran nafkah dengan 

batasan kecukupan. Mereka mengatakan nafkah ditetapkan 

berdasarkan ketentuan syari‟at. Meskipun demikian. Mereka 

sepakat dengan Madzhab Hanafi dalam mempertimbangkan keadan 

suami, dari segi kelapangan ataupun kesulitan, dan bahwasannya 
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suami yang mengalami kondisi lapang, yaitu yang mampu 

memberikan nafkah dengan harta dan penghasilannya, harus 

memenuhi sebanyak dua mud setiap hari ( satu mud kurang lebih 

setara dengan 543 gram). Sedangkan orang yang mengalami kesulitan, 

yaitu yang tidak mampu memberikan nafkah dengan harta tidak  pula 

penghasilan, harus menafkahi sebanyak satu mud setiap hari.
49

 

b. Hak-hak istri yang bersifat non materi 

1) Hak mendapatkan perlakuan baik dari suami. 

Sebagaiman firman Allah dalam Surat An-nisa ayat 19: 

ِ ِ   ِِ ِ  ِ  ِِ  ِ   ِ

   ِِِ ِ ِِِِِ

 

 Artinya: „‟Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian 

bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena 

mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan 

padanya kebaikan yang banyak‟‟. (Q.S An-Nisa (4) ayat 19)  

Kewajiban istri terhadap suami tidak berdasarkan 

paradigma lama   dimana posisi wanita lemah sehingga bisa 

diperlakukan sewenang-wenang oleh pria (suami). Sebaiknya cara 

melihat wanita tetap berdasarkan pada pengakuan atas harkat dan 

martabat wanita yang mulia, selaras dengan hak- hak yang harus 

diterima dari suaminya, kewajiban istripun tidak terlepas dari 

upaya yang bersangkutan mendukung terciptanya kehidupan 

                                                 
49

 Ibid hal. .437 



46 

 

 

keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah
50

.
 
Adapun tujuan 

dari hak dan kewajiban suami istri adalah suami istri dapat 

menegakan rumah tangga yang merupakan sendi dasar dari 

susunan masyarakat, oleh karena itu suami istri wajib untuk saling 

mencintai, saling menghormati, saling setia. 

2) Agar suami menjaga dan memelihara istrinya 

Maksudnya ialah menjaga kehormatan istri, tidak menyia-

nyiakan, agar selalu melaksanaakan perintah Allah dan 

meninggalkan segala larangan-Nya. Sebagaimana Firman Allah 

dalam surat At-Tahrim (28) ayat 6:  

  ِ ِِ ِ ِ  ِِِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman,peliharalah 

dirimu dan keluargamu dari api neraka”. (Q.S At-Tahrim (28) 

ayat 6) 

3)  Sabar dan kuat menghadapi masalah
51

 

Wanita bukanlah peri yang hanya ada dalam dunia khayal, 

melainkan dia hanyalah manusia biasa yang bisa saja baik dan 

jahat, benar dan salah karena itu, suami harus sabar kdan kuat 

menghadapi masalah dalam rangka menjaga keutuhan hidup suami 

istri agar tidak hancu. Laki-laki muslim sejati adalah yang 

bijaksana dan menerima kenyataan atas apa yang dihayalkan. 
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Sehingga akal sehatnya lebih dikedepankan dari perasaannya. 

Mampu menahan dan mengendalikan emosional tatkala 

perasaannya merasa tidak simpati kepada sikap istrinya. Hal ini 

demi melanjutkan kehidupan rumah tangga sebagai respon 

terhadap firman Allah dalam surat An-nisa (4) ayat 19: 

Artinya: „‟dan bergaullah dengan mereka secara patut. 

kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) 

karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah 

menjadikan padanya kebaikan yang banyak‟‟ (Q.s (An-nisa (4) 

ayat 19). 

4) Jangan menghalangi untuk pergi ke masjid
52

 

kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang 

dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan. Diantara 

ketaatan istri kepada suaminya adalah tidak keluar rumah kecuali 

dengan seizinnya (suami).
53

 

Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan tentang hak 

suami terhadap istri: 

“Dari Abdullah bin Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah 

SAW bersabda: Hak suami terhadap isttrinya adalah tidak 

menghalangi permintaan suaminya kepadanya sekalipun sedang 

diatas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari saja selain 
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dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika ia tetap berpuasa, ia 

berdosa dan puasanya tidak diterima. Ia tidak boleh memberikan 

sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika ia 

memberinya maka pahalanya bagi suaminya dan dosanya un tuk 

dirinya sendiri. Ia tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin 

suaminya, jika ia berbuat demikian maka Allah melaknatnya dan 

para malaaikat memarahinya sampai tobat dan pulang kembali 

sekalipun suaminya itu zhalim.” ( HR. Abu Daud). 

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga   

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1, maka yang 

dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah “setiap 

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat 

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 

dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkup rumah tangga.”
54

 Sedangkan dibeberapa negara di 

dunia istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merujuk pada 

pengertian kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan intimnya atau 

mantan pasangan intimnya.
55
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Menurut Syafiq Hasim KDRT adalah suatu bentuk penganiayaan 

(abuse) secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu 

cara pengontrolan pasangan dalam kehidupan rumah tangga. KDRT pada 

dasarnya merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur 

sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan.
56

 

Defenisi KDRT tidak ada yang tunggal maka dari itu dari beberapa 

pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa KDRT adalah setiap 

perbuatan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang 

mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual dan 

penerlantaran dalam rumah tangga. Walaupun seluruh keluarga bisa 

dimungkinkan terkena tindakan KDRT, namun secara realita korban 

terbanyak adalah perempuan. 

2. Kekerasan Rumah Tangga/Kekerasan Fisik Dalam Hukum Pidana   Islam   

Pada dasarnya istilah tindak pidana kekerasan fisik tidak ditemui 

dalam hukum pidana Islam. Kekerasan fisik merupakan tindak pidana 

(jarimah) dan perbuatan tindak pidana atas selain jiwa dalam hukum 

pidana Islam. Tindak pidana atas selain jiwa seperti yang dikemukakan 

oleh Abdul Kadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain 

yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya, 

sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa 

adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa 

pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan sedangkan jiwa 

atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu. 
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Inti dari unsur tindak pidana atas selain jiwa atau tindak 

penganiayaan, seperti dikemukakan dalam definisi di atas adalah 

perbuatan menyakiti, yakni setiap jenis pelanggaran yang bersifat 

menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaaan, 

pemukulan, pencekikan, pemotongan dan penempelengan. 

Dalam hukum Islam, hukum pidana dikenal dengan Fiqih Jinayah. 

Secara etimologis, jinayah adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh 

seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat. 

Jinayah adalah suatu penamaan melalui bentuk masdar dari kata janna 

yang berarti kejelekan yang menimpanya.  

Dr. Abdul Kadir Audah dalam kitabnya at-Tasyri Aljina‟i Al-

Islamy menjelaskan arti kata Jinayah sebagai berikut: Jinayah menurut 

bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun 

menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan 

Syara‟, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, benda, maupun selain 

jiwa dan harta benda. 

Para fuqaha sering kali menggunakan kata jinayah dengan maksud 

jarimah pengertian kata jinayah itu sendiri secara etimologis ialah suatu 

hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Sedangkan dimaksud 

dengan kata-kata jarimah adalah : “larangan-larangan Syara‟ (yang apabila 

dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had dan ta‟zir”. 

Larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang 

dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-
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kata syara‟ pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa 

sesuatu perbuatan baru bisa dianggap jarimah apabila dilarang oleh Syara‟. 

Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai jarimah, kecuali 

bila diancam hukuman terhadapnya. Dari defenisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa tindak pidana (jarimah) adalah melakukan perbuatan 

yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, 

melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum 

Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya. 

Fuqaha mengistilahkan lafal hukuman dengan lafal ajziyah (bentuk 

plural) dan bentuk singularnya adalah jaza, apabila dalam melakukan atau 

meninggalkan suatu perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan tidak 

ditetapkan hukuman tertentu, perkaratersebut tidak bisa dikatakan sebagai 

tindak pidana (jarimah).
57

 

Menurut perspektif hukum pidana Islam, tindakan suami yang 

melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan 

dan perbuatan yang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan 

dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam 

perbuatan jarimah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan 

setiap perbuatan yang dilarang diperintahkan, melakukan atau 

meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas 

keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya. Perbuatan Jarimah 
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dalam hal ini adalah tindak pidana atas selain jiwa. Menurut Abd Al-Qadir 

Audah tindak pidana atas selain jiwa yaitu setiap perbuatan yang 

menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai 

menghilangkan nyawanya.
58

 

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengidentifikasikan beberapa 

tindakan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebagai 

berikut : 

a. Kekerasan Fisik 

 

Kekerasan fisik menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

pasal 6 adalah : 

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka 

berat.
59

 

b. Kekerasan Psikis  

Kekerasan psikis menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

pasal 7 adalah :  

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa 

percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak 
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berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
60

 

c. Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

pasal 8 adalah : 

1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 

menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. 

2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup 

rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial 

dan/atau tujuan tertentu.
61

 

d. Penelantaran Rumah Tangga 

Penelantaran rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT) pasal 9 adalah : 

1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau 

karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 

perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 

2) Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan 

cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di 

dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali 
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orang tersebut.
62

 

D. Maslahah Mursalah 

1. Pengertian Maslahah Mursalah 

Menurut Bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa arab dan telah 

dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti 

mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak 

kerusakan.
63

 Menurut Bahasa aslinya kata muslahah berasal dari salahu, 

yuslahu, salahan, artinya yang baik, patut, dan bermanfaat.
64

  Sedangkan 

kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terkait dengan dalil agama (al-

Quran dan al-Hadist) yang membolehkan atau melarangnya.
65

 

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi maslahah yang 

dikemukakan ulama ushul fiqih, antara lain :  

a. Al-Ghazali 

Mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahah adalah mengambil 

manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-

tujuan syara‟.
66

 

b. Muhammad Abu Zahrah 

Menurut Abu Zahrah dalam buku Ushul Fiqh, maslahah mursalah 

artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah 
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kemashlahtan yang oleh syar‟i tidak dibuatkan hukum untuk 

mewujudkannya, tidak ada dalil syara‟ yang menunjukkan dianggap 

atau tidak.
67

 

c. Jalaluddin Abd ar-Rahman 

Maslahah yang selaras dengan tujuan syar‟i (perbuatan hukum) dan 

tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya. 

d. Abdul Wahab al-Khalaf 

Maslahah mursalah ialah maslahah yang tidak ada dalil syara‟ datang 

untuk mengakuinya atau menolaknya. 

Penggunaan metode maslahah mursalah ini masih 

memunculkan hal yang problematis, dikarenakan maslahah ini sangat 

dibutuhkan mengingat tidak semua kebutuhan manusia dijelaskan 

secara rinci dalam nash, sehingga penggunaan maetode maslahah 

mursalah ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. 

2. Macam-macam Maslahah 

a. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, 

Mashlahah ada tiga macam, yaitu
68

: 

1) Maslahah Dharuriyah 

Maslahah dharuriyyah yaitu kemashlahatan yang 

berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan 

akhirat.
69

 Kemaslahatan seperti ini ada 5, yaitu: 
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a) Memelihara agama (al-Din). Untuk persoalan al-Din 

berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang 

muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang 

sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang 

yang beriman kepada Agama lain. 

b) Memelihara jiwa (al-Nafs). Didalam agama Islam nyawa 

manusia adalah sesuatu yang sangat berharga untuk orang lain 

atau dirinya  sendiri. 

c) Memelihara akal (al-„Aql). Yang membedakan manusia 

dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga 

dan   melindunginya. Islam mewajibkan kita untuk menuntut 

ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk 

merusak akal sehat, seperti minum minuman keras. 

d) Memelihara keturunan (an-Nasl). Demi mempertahankan 

keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah 

antara dua jenis laki-laki dan perempuan. Perkawinan dengan 

dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik. 

e) Memelihara harta (al-Mal). Untuk menjaga harta benda, 

Agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba serta melarang menimbun harta benda 

komoditas agar menjadi mahal, dan mengharamkan 

mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak 

sah. 
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2) Maslahah Hajjiyah 

Maslahah Hajjiyah yaitu sesuatu yang diperlukan oleh 

seseorang untuk memudahkan menjalani hidup dan 

menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur 

diatas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan 

seperti adanya ketentuan rukhsah (keringanan) dalam ibadah.
70

 

3) Maslahah Tahsiniyyah 

Maslahah Tahsiniyyah yaitu memelihara kelima unsur 

pokok diatas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang 

pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta 

menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang 

sehat. 

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang 

muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu 

kemashlahatan. Kemashlahatan Daruriyyah harus didahulukan 

dari kemashlahatan Hajiyyah dan kemshlahatan hajiyyah harus 

didahulukan dari kemaslahatan Tahsiniyyah. 

b. Dari segi keberadaan mashlahah, ada tiga macam, yaitu:  

1) Mashlahah al-Mu'tabarah (المصلحتِالمعتبرة) 

Mashlahah al-Mu'tabarah yaitu, Mashlahah yang terdapat 

kesaksian Syara' dalam mengakui keberadaannya.
71

 Yang 

diperhitungkan oleh syar'i. Maksudnya, ada petunjuk dari syar'i, 
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baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk 

pada adanya Mashlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan 

hukum.  

Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap 

Mashlahah tersebut, Mashlahah terbagi dua: 

a) Munasib Muatstsir (المىبسبِالمئثر) 

 Munasib Muatstsir, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat 

hukum (Syar'i) yang memperhatikan Mashlahah tersebut. 

Maksudnya, ada petunjuk Syara' dalam bentuk nash atau ijma' 

yang menetapkan bahwa mahslahah itu dijadikan alasan dalam 

menetapkan hukum. 

b) Munasib Mulaim ( مالمىبسبِالملائ ) 

Munasib Mualaim yaitu, tidak ada petunjuk langsung 

dari Syara' baik dalam bentuk nash atau ijma' tentang perhatian 

Syara' terhadap Mashlahah tersebut, namun secara tidak 

langsung ada. Maksudnya, meskipun Syara' secara langsung 

tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk 

menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk 

Syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan Syara' bahwa 

keadaan itulah yang ditetapkan Syara' sebagai alasan untuk 

hukum yang sejenis. 
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2)  Mashlahah al- Mulghah (المصلحتِالملغبة) 

Mashlâhah al- Mulghah atau Mashlahah yang ditolak, 

dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai hujah, karena ia 

bertentangan dengan nash.
72

 yaitu Mashlahah yang dianggap baik 

oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh Syara' dan ada petunjuk 

Syara‟ yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik 

dan telah sejalan dengan tujuan Syara‟, namun ternyata Syara' 

menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh 

mashlahat itu. 

3) Mashlahah al-Mursalah (المصلحتِالمرسلت) 

Mashlahah al-Mursalah, atau yang juga bisa disebut 

istislah(الاستصلاح), yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, 

sejalan dengan tujuan Syara' dalam menetapkan hukum; namun 

tidak ada petunjuk Syara' yang memperhitungkannya dan tidak 

ada pula petunjuk Syara' yang menolaknya. 

Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan Mashlahah 

mu'tabararah, sebagaimana juga juga mereka sepakat dalam 

menolak Mashlahah mulghah. Menggunakan metode Mashlahah 

mursalah dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang 

berkepanjangan di kalangan ulama. 
73
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3. Syarat-syarat Kehujjahan Maslahah Mursalah 

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam 

yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah dikalangan ulama. Para 

ulama sangan berhati-hati (ikhtiyath) dan memberikan syarat-syarat yang 

begitu ketat dalam mempergunakan maslahah mursalah sebagai hujjah, 

dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi 

pemebentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan 

perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam 

memepergunakannya. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat maslahah 

mursalah sebagai legislasi hukum Islam yang dikemukakan oleh ulama, 

diantaranya adalah :
74

 

a. Menurut Asy-Syaitibi 

Maslahah mursalah dapat dijadikan landasan hukum apabila : 

1) Kemashlahatan harus sesuai dengan ketentuan syari‟i yang secara 

ushul dan furu‟nya tidak bertentangan dengan nash, 

2) Kemaslahatan hanya dapat diaplikasikan dalam bidang-bdiang 

sosial (mu‟amalah) dikarenakan bidangini tdiak diatur scara rinci 

dalam nash dan lebih menrima terhadap rasionalitas dibandingkan 

dengan bidang  ibadah. 

3) Hasil mashlahah mursalah merupakan pemeliharaan terhadap 

aspek- aspek Daruriyyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah. Maslahah 

sebagai langkah untuk menhilangkan ksulitas dalam berbagai 
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aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial 

kemasyarakatan. 

b. Menurut Abdul Wahab Khallaf 

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum 

Islam     apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 

1) Berupa maslahah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan maslahah 

yang sifatnya dugaan, tetapi berdaarkan penelitian yang membahas 

secara mendalam mengenai manfaat dan menolak kerusakan. 

2) Berupa maslahah yang bersifat umum, artinya bukan untuk 

kepentingan pribadi atau perorangan, melainkan untuk orang 

banyak. 

3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash 

(Al- Quran dan Al-Hadist) serta ijtima‟ ulama. 

c. Menurut Al-Ghozali 

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum 

apabila : 

1) Maslahah mursalah diterapkan sesuai dengan ketentuan syara‟ 

2) Maslahah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash 

syara‟ (Al- Quran dan Al-Hadist) 

3) Maslahah mursalah asebagai tindakan yang dzaruri atau suatu 

kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat. 
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4. Landasan Hukum Maslahah Mursalah 

Berdasarkan penelitian empiris dan nash (al-Quran dan hadist) 

diketahui bahwa hukum-hukum syariat Islam mencakup diantaanya 

pertimbangan kemaslahatan manusia.
75

 Diantara ayat-ayat yang dijadikan 

dasar berlakunya maslahah mursalah adalah firman Allah SWT dalam 

surah Yunus ayat 57 : 

  ِ ِِ  ِ ِِ  ِ ِِِِ

 ِ ِ  ِِِِِ

 

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran 

dari Tuhanmu dn penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) 

dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang 

beriman.”
76

 

Hasil induksi setiap ayat dan hadist menunjukkan setiap hukum 

mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, dalam hubungan ini, 

Allah berfirman dalam surah al-Anbiya‟ ayat 107 : 

 ِ  ِِ ِ   ِِِِِ

 “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam.”
77 

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yakni : 
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2013), h.215. 

 
77

 Ibid, hlm. 379 



63 

 

 

ِ  ِِ  ِ ِِ  ِ  ِ  ِِ

 

 “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu
78

 

Ayat tersebut terdapat kaidah, di dalam tugas-tugas yang 

dibebankkan akidah Islam secara keseluruhan, yakni “memberikan 

kemudahan dan tidak memepersulit”. Hal tersebut memberikan kesan 

kepada kita yang merasakan kemudahan di dalam menjalankan 

kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetak jiwa orang muslim 

berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan dan tidak mempersukar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, 

karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara 

sistematis.
79

 Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian dapat 

mencapai hasil maksimal, dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan 

metode sebagai berikut: 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Djam‟an 

satori mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti 

ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan 

yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu 

resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik 

suatu barang dan jasa, gambargambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, 

model fisik suatu artefak dan lain sebagainya.
80

 

 

B. Lokasi Penelitian  

Tempat penelitian yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan 

penelitian, sering juga merupakan salah satu sumber data yang bisa 
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dimanfaatkan oleh peneliti.
81

 Sumber tempat yang dimaksud adalah di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang 

berada di jalan Dagang No.78 

 

C. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek penelitian ialah sifat keadaan (attributes) dari sesuatu benda, 

orang, ataupun keadaan, yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. 

Keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas (benda, orang, dan 

lembaga) bisa juga berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, 

sikap prokontra atau simpati-antipati, keadaan batin, dan sebagainya. Terkait 

penelitian ini, maka yang menjadi objek penelitian adalah permasalahan yang 

hendak didalami oleh peneliti yang nantinya menjadi jawaban atas pertanyaan 

penelitian. Lebih khusus, objek penelitian ini berkaitan dengan peran dan 

bentuk penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 

Sedangkan subjek penelitian ialah sesuatu yang diteliti baik tentang orang, 

benda, atau lembaga (organisasi).
82

 Dalam penelitian ini, yang dinamakan 

subjek penelitian merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam 

pelaksanaan peran penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah 

tangga, yaitu pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

seperti Kepala Dinas dan Kabid dalam bidang perlindungan perempuan dan 

anak.  
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Subjek penelitian atau pihak-pihak yang terlibat dan relevan dengan 

penelitian ini dipilih sedemikian rupa dengan menggunakan teknik purpossive 

sampling. Menurut Arikunto, yang dimaksudkan purpossive sampling yaitu 

teknik penentuan responden berdasarkan pertimbangan tertentu. Sesuai 

dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. 

Seseorang atau sesuatu yang diambil sampel karena dianggap memiliki 

informasi yang memadai dan mampu mewakili jumlah keseluruhan subjek 

penelitian yang ada.
83

 Dalam makna lain, Fajri Ismail mengemukakan, 

purpossive sampling ialah teknik untuk menentukan sampel berdasarkan 

pertimbangan atau tujuan dan nilai guna individu terhadap suatu 

penelitian
84

.Dengan begitu pemilihan subjek penelitian dengan purpossive 

sampling ini sepenuhnya atas pertimbangan peneliti. Dalam pemilihan sampel 

penelitian ini, peneliti menentukan beberapa kriteria penting sehingga sampel 

yang dimaksud dianggap relevan, dan juga mempunyai kompetensi dalam 

memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Adapun kriteria sampel 

tersebut yaitu: 

1. Kepala Bidang UPT Perlindungan Perempuan dan Anak 

2. Pegawai Assesment UPT Perlindungan Perempuan dan Anak\ 

 

D. Informan 

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia 

(narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki 
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informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh 

karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta 

peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi 

yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam 

penelitian kualitatif disebut sebagai informan.85 

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar 

tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah 

penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala bidang UPT 

Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pegawai Assessment bidang UPT  

Perlindungan Perempuan dan Anak  

 

E. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu: 

1. Sumber data primer  

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari responden lapangan yaitu hasil wawancara dan observasi dari Kepala 

Bidang UPT Perlindungan Perempuan dan Anak  beserta pegawai 

Assesment UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, 

2. Sumber data sekunder 

Dalam hal ini yang penulis gunakan sumber data sekunder adalah 

diperoleh melalui dari buku-buku, internet atau yang lainnya yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan 

mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan 

tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat 

digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.
86

 

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru untuk 

mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data 

maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.
87

 

Penulis melakukan wawancara langsung ke narasumber yaitu 

kepada Kelapa Bidang UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dan juga 

Pegawai Asessment UPT Perlindungan Perempuan dan Anak 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam 

bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang 

ada dalam masalah penelitian.
88
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Hasil dokumentasi yang penulis dapatkan yaitu data kasus dari 

Dinas dan juga beberapa foto bersama kepala bidang UPT PPA dan 

pegawai UPT PPA. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam memperjuangkan 

hak-hak perempuan ditinjau dari Hukum Islam, maka penulis mengambil 

beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut 

sebagai berikut: 

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Pekanbaru sangat penting dalam melindungi dan  memperjuangkan hak-

hak perempuan terkhusus dalam melindungi korban KDRT dan langkah 

preventif terhadap KDRT. Adapun peran Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu: 

a. Pencegahan, yaitu dengan melakukan sosialisasi minimal satu kali dalam   

setahun dan berupaya melakukan perbaikan ekonomi keluarga korban 

KDRT dengan bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. 

b. Pemulihan, dalam hal ini dinas berperan untuk pemulihan fisik apabila 

terjadi kekerasan pada fisik kemudian pemulihan psiokologi yaitu 

membawa korban untuk melakukan kegiatan konseling fisik, psikis dengan 

para psikolog. 

c. Resosialisasi, memberi pendampingan terhadap perempuan korban KDRT 

agar tidak terjadi lagi kekerasan kepada korban. 
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2. Kendala Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Pekanbaru dalam melaksanakan tugas nya untuk memperjuangkan hak-hak 

perempuan dan melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga 

yaitu masalah operasional yang mana masih kurangnya kendaraan untuk 

melakukan survei kelapangan dalam menangani kasus, dan juga anggaran 

yang terkadang pas pasan atau kurang mencukupi dalam mencegah dan 

juga mengatasi kasus tersebut, kemudian korban yang kurang kooperatif 

sehingga lamnbatnya proses penanganan kasus tersebut. 

3. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Pekanbaru dalam melindungi hak perempuan korban KDRT sudah sesuai 

dengan Hukum Islam dan tidak ada bertentangan karena Menurut Hukum 

Islam termasuk ke dalam masalahah mursalah  dan untuk lebih spesifik 

nya termasuk ke maslahah dharuriyah yaitu kemashlahatan yang 

berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia akhirat dan 

perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peran Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan 

hak-hak perempuan di Kota Pekanbaru ditinjau dari Hukum Islam, maka saran 

yang dapat penulisi sampaikan kepada pihak terkait terkhusus Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru adalah 

sebagai berikut: 
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1. Pemerintah Indonesia melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dalam hendaknya memaksimalkan kinerjanya dan 

lebih tegas lagi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan terkhusus hak 

korban KDRT agar perempuan di Indonesia terlindungi dan tidak ada lagi 

terjadi yang namanya Diskriminasi terhadap perempuan. 

2. Agar dapat pemerintah Indonesia memudahkan penyaluran anggaran 

kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Pekanbaru guna program yang dijalankan tidak terhambat. 

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 

agar dapat melahirkan inovasi-inovasi baru mengenai program kegiatan 

pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, misalnya menebitkan modul 

pola berkomunikasi dalam rumah tangga, melakukan penyuluhan keluarga 

sakinah lebih acap lagi, dan memetakan ataupun menandai daerah mana 

yang sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga agar program dari 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih tepat 

sasaran. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana peran yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperjuangkan hah-

hak perempuan, khususnya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Pekanbaru daam memberikan perlindungan terhadap 

perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?  

2. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 

telah memberikan bimbingan pribadi social untuk para korban kekerasan dalam 

rumah tangga ?  

3. Bagaimana prosedur penanganan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhadap korban kekerasan 

dalam rumah tangga?  

4. Kategori kekerasan dalam rumah tangga seperti apa yang sering didominasi 

terjadi pada korban kekerasan dalam rumah tangga?  

5. Untuk jumlah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, apakah setiap 

tahun semakin menaik?  

6. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan terhadap 

perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?  

  

 

 

 

 

 



 

 

DOKUMENTASI 

 

Bersama Kepala Bidang UPT Perlindungan Perempuan dan Anak 

 

 

Bersama Pegawai Assesment UPT Perlindungan Perempuan dan Anak 
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